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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

A. Pendapat Hukum 

Berdasarkan analisis terhadap fakta dalam kasus posisi serta 

ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, penulis berpendapat bahwa 

hubungan kontraktual antara PT Impor Buah Segar dan PT Sentra Gudang 

Logistik berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku yang memuat 

klausula pembatasan tanggung jawab. Pendapat hukum penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Perjanjian kerja sama antara PT Impor Buah Segar dan PT Sentra 

Gudang Logistik dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian baku. Hal 

tersebut terlihat dari fakta bahwa PT Sentra Gudang Logistik telah 

menyusun terlebih dahulu draft perjanjian standar yang biasa 

digunakan dalam kerja sama dengan para kliennya. PT Impor Buah 

Segar sebagai Pengguna Jasa tidak diberikan kesempatan untuk 

melakukan perundingan terhadap isi perjanjian dan hanya memiliki 

pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan 

tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya karakteristik 

perjanjian baku, yaitu penyusunan perjanjian secara sepihak, tidak 

adanya ruang negosiasi terhadap isi perjanjian, serta penggunaan 
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perjanjian secara berulang dalam hubungan kontraktual dengan pihak 

lain yang memiliki kepentingan yang sama. 

2. Klausula yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa tidak bertanggung 

jawab atas kehilangan, kerusakan, atau penurunan nilai barang yang 

terjadi akibat keadaan di luar kendali Penyedia Jasa dapat 

dikualifikasikan sebagai klausula eksonerasi. Klausula tersebut 

merupakan ketentuan yang bertujuan untuk membatasi tanggung 

jawab salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian dengan 

memberikan pengecualian tanggung jawab terhadap kerugian yang 

timbul dalam kondisi tertentu. 

3. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian tersebut 

merupakan klausula yang sah dan mengikat para pihak dalam 

hubungan kerja sama antarperusahaan. Hubungan hukum antara PT 

Impor Buah Segar dan PT Sentra Gudang Logistik merupakan 

hubungan kerja sama bisnis antarperusahaan. Ketentuan mengenai 

larangan klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tidak berlaku secara langsung 

karena PT Impor Buah Segar tidak termasuk dalam kategori 

konsumen akhir.  

4. Pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian 

tetap harus memperhatikan asas itikad baik dan asas keseimbangan 

dalam hubungan kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 
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ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberlakuan klausula 

tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh tanggung 

jawab Penyedia Jasa, melainkan sebagai pembatasan tanggung jawab 

yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang berada di luar kendali 

Penyedia Jasa. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis beserta pendapat hukum yang telah diuraikan, 

maka rekomendasi hukum yang dapat Penulis berikan pada legal 

memorandum ini adalah sebagai berikut: 

1. PT Impor Buah Segar perlu menelaah secara lebih cermat setiap 

klausula dalam perjanjian kerja sama sebelum menyetujui perjanjian 

tersebut, khususnya klausula yang berkaitan dengan pembatasan 

tanggung jawab. Penelaahan tersebut penting untuk memastikan 

bahwa ketentuan dalam perjanjian tidak menimbulkan 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak meskipun perjanjian 

disusun dalam bentuk perjanjian baku. 

2. PT Impor Buah Segar perlu memastikan bahwa pengaturan mengenai 

tanggung jawab Penyedia Jasa dirumuskan secara jelas dalam 

perjanjian, termasuk mengenai kondisi yang dapat dikategorikan 

sebagai keadaan di luar kendali Penyedia Jasa. Kejelasan pengaturan 

tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara 

para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. 

3. PT Impor Buah Segar dapat meminta kepada PT Sentra Gudang 

Logistik untuk memperjelas rumusan klausula dalam perjanjian, 

khususnya klausula yang berkaitan dengan keadaan di luar kendali 

Penyedia Jasa. Perumusan klausula yang lebih jelas akan memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak dalam menentukan batas tanggung 

jawab masing-masing. 
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4. PT Impor Buah Segar dapat memperkuat argumentasi bahwa peristiwa 

pencurian perangkat pendingin merupakan bentuk kelalaian Penyedia 

Jasa, khususnya dalam aspek pengamanan fasilitas penyimpanan serta 

pelaksanaan operasional gudang yang tidak sesuai dengan standar 

yang seharusnya diterapkan. Apabila dapat dibuktikan bahwa 

peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian Penyedia Jasa, kerugian 

yang dialami oleh PT Impor Buah Segar dapat dimintakan 

pertanggungjawaban kepada PT Sentra Gudang Logistik. 
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